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SALINAN 
 

 
 

 
 

BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA 

 

 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
 NOMOR 12 TAHUN 2022 

 

 TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa Definitif 
hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu didukung oleh 

Perangkat Desa yang handal, profesional dan memahami 
kondisi sosial masyarakat sehingga program desa dapat 

berjalan dengan aman dan berkelanjutan guna terciptanya 
kesejahteraan masyarakat desa;     

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4937); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  
3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);  

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);  

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Nomor 27); 

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1  Tahun 

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 08 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN  PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.  

 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.  

2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3.  Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.  

4.  Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pulau Morotai sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan. 
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5.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

7.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa  

8.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

9.  Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai.  

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 

Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan.  

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa.  

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 

pelaksanaan Peraturan Desa.  

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual 

dan final.  

14. Panitia PengangkatanPerangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia 

Pengangkatan adalah kepanitian yang dibentuk oleh kepala Desa untuk 

melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat 

Desa.  

15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan 

perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, 

pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan 

administrasi bakal calon.  

16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan 

perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang 

dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan sampai diperoleh 

hasilnya.  

17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah 

warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pengangkatan 

untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.  

18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon 

yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia Pengangkatantelah 

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 

Desa dalam memberdayakan masyarakat.  
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20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi 

pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, 

perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.  

21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan 

kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.  

22. Hari adalah hari kalender.  
 

Pasal I 
 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di 

ubah sebagai berikut :  
 

Ketentuan pada BAB II Pengangkatan Perangkat Desa yaitu Pasal 2 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

 
BAB II 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 
 

Bagian Kesatu  

Persyaratan Bakal Calon 
 

Pasal 2 
 

 

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah 

memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. 

(2) Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dapat juga diambil dari calon kepala desa yang tidak terpilih 

dalam pemilihan kepala desa serentak Tahun 2022 yang berada pada 

urutan suara terbanyak ketiga dan seterusnya. 

(3) Pengangkatan Perangkat Desa dari Cakades sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 untuk mengisi: 

a. Keterbatasan personil Perangkat Desa dalam struktur Pemerintah Desa; 

b. Mengisi    kekosongan   perangkat    desa    yang     meninggal   dunia,   

mengundurkan diri dan batas usia kerja 60 tahun; 

c. Perangkat Desa yang diberhentikan karena : 

1. berhalangan  tetap  atau tidak pernah melaksanakan tugas berturut-

turut selama 2 minggu serta tidak ada ijin dari kepala desa; 

2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; 

3. melanggar larangan sebagai perangkat desa. 
 

(4) Perangkat Desa dari Cakades tidak menggantikan personil aparatur desa 

yang ada saat ini, kecuali perangkat desa yang telah memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) sampai dengan huruf (c).        

(5)  Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. warga Negara Republik Indonesia; 

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang 

sederajat;  
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e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 

tahun, pada saat penutupan pendaftaran; 

f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di 

desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 

g. tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas 

seperti suami/istri, bapak, atau ke bawah seperti anak, dengan Kepala 

Desa dan/atau perangkat desa.  

(6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan 

persyaratan administratif berupa:  

a. surat pernyataan siap bekerja secara maximal dan bertanggungjawab, 

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas 

bermeterai cukup; 

b. surat pernyataan loyalitas kepada Kepala Desa  dan mendukung seluruh 

program desa dan kebijakan pemerintah desa (khusus untuk cakades 

yang dicalonkan menjadi perangkat desa); 

c. foto copy Kartu Tanda Penduduk, dilegalisir Pejabat yang berwenang 

pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan; 

d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di 

atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup; 

e. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan 

terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan 

dari pejabat yang berwenang; 

f. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang; 

g. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun 

sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa; 

h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum 

Daerah atau dokter pemerintah; 

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia resor setempat; 

j. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang 

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.  
 

(7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kemampuan mengoperasikan komputer untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dengan mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang 

ada di desa. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 
 

 
Ditetapkan di Morotai Selatan 

pada tanggal 16 Mei 2022 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

 
ttd 

 

 
BENNY  LAOS 

 
 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 16 Mei 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 
 

 
ttd 

 
 

MUHAMMAD UMAR ALI 
 
 

 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 12 
 


